DAY ASLY Y N

PROVINSI JAWA BARAT

Laporan

Layanan
Informasi

Publik

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022




| ‘
BAWASLU

PROVINS! JAWA BAR

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah dan atas limpahan karunia-Nya, Bawaslu
Provinsi Jawa Barat telah dapat menyelesaikan Laporan Informasi Publik Tahun
2022. Laporan Informasi Publik ini merupakan refleksi dari kerja-kerja Tim
Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat sebagai usaha untuk
menjalankan amanat Undang-Undang Nomor UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang tahun 2022 memiliki tantangan tersendiri bagi Tim
Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat. Mengingat berbagai inovasi
terus kami ciptakan dan kembangkan agar masyarakat menjadi terinformasi
dengan baik. Aksesibilitas pagi penyandang disabilitas menjadi titik perhatan
utama kami sehingga terciptalah berbagai bentuk inovasi diantaranya formulir
braile, akses terhadap penyandang disabilitas kursi roda, serta video informasi
yang menampilkan isyarat. Inovasi di bidang digital pun terus kami galakan,
seperti media konsultasi hukum kepemiluan, informasi pengawasan pemilu, serta
akses dalam hibah Pilkada sebagai wujud akuntabilitas lembaga terhadap publk.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya program PPID dan
laporan akhir ini. Meskipun demikian, laporan yang masih jauh dari kata
sempurna ini, setidaknya menjadikan secercah harapan dalam semnagat untuk

terus menumbuhkan kesadaran informasi dan edukasi terhadap masyarakat.
Bandung, 1 Maret 2023

PPID Bawasu Jawa Barat

Andhika Pratama S.IP M.IP
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BAB |
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi
mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam
meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa
mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses
pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar
dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan
informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik,
yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat
berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut
menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan
juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu,
hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi
lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi
semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk
mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung
aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak
positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi
jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas
pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik
di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong
terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif
dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi
dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan
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akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan
pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek,
yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu
“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong
suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam
mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu
sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2022 Bawaslu telah
menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik.
Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan
pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu.
Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi
berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi,
melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh
informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap
era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi recovery pandemi Covid-
19. Pembatasan jarak dan aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses

keterbukaan informasi publik Bawaslu.

A. Struktur PPID

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya
bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur
Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi
Jawa Barat Nomor 001.a/T1.01/K.JB/01/2022 tentang Pembentukan Tim
Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Pada tahun 2022 Bawaslu telah mengeluarkan
Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di
lingkungan Bawaslu.

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID
Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari struktur
kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota dalam meningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Bawaslu.

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

*3 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSEI JAWA BARAT

Pembina PPID

Abdullah
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa
Barat

Atasan PPID

Eliazar Barus
Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tim Pertimbangan

PPID

Angga M. Nugraha
Kepala Bagian Hukum,
Humas dan Data Informasi

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa
Barat

1. Harminus Koto

2. Yulianto

3. Sutamo

4 H. M. Wasikin Marzuki
5. Yusup Kurnia

6. Zaki Hilmi

Petugas Layanan
Informasi

1. Fadhila Fitriyadi
2. Irfan Paturohman
3. Indira Saraswati
4. Billy Adam Fisher
5. Ide Madya

6. Latifatul Qolbi

7. Dwi Astuti Handayani
8. Toha Mukarrom
9. Isma Sulthon

10. Jihad Kufaya
11. Ayung Miranti
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B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatan pelayanan
keterbukaan informasi publik bawaslu, pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan
peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat
beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan
menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan
informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola
Klasifikasi Arsip;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan
Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan;,

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
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C.

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh

informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi

diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang

menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan)

dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga,

memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat

ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum

jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi

tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2P1/HM.00/V/2018

No.

Informasi

Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan

Formulir Model A.2. Formulir Temuan

Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi

Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di BawahSumpah/Janji

Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji

Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi

O N o g &~ W M

Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran

Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan

Pemilu

10.

Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

11.

Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

12.

Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

13.

Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi
Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara

Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
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2.

14. | Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan

15. | Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan
Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan

16. | Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan
Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif

17. | Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan

18. | Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

L Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT,
Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)

0. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes

Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)

21. | Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS

2 Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota
Bawaslu Provinsi

’3 Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota

Bawaslu Kabupaten/Kota

Penetapan 0014/Bawaslu/H2P1/HM.00/1/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang

Dikecualikan
No. Informasi
24. | Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25. | Formulir Model B2. Temuan
26. | Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27. | Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu
28. | Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29. | Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30. | Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31. | Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
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32. | Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi

33. | Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran

34. | Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu

35. | Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu

36. | Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu

37. | Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-
Undangan Pemilu

38. | Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi
Bawaslu/BawasluProvinsi

39. | Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan
Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2P1/HM.00/1/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No. Informasi

40. | Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41. | Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42. | Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43. | Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44. | Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan

45. | Daftar saksi dan/atau ahli

46. | Daftar tersangka

47. | Daftar barang bukti

48. | Laporan polisi

49. | Tanda bukti laporan

50. | Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51. | Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik

52. | Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2P1/HM.00/1/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan
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53. | Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2P1/HM.00/X11/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No. Informasi

54. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri

55. | Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu

Kecamatan/Panwas Kecamatan

56. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota

Panwaslu Luar Negeri

57. | Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota

Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2P1/HM.00/X11/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No. Informasi

58. | Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu

59. | Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan

Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2P1/HM.00/X11/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No. Informasi

60. | Jawaban Atas Gugatan
61. | Duplik Atas Replik

62. | Kesimpulan

63. | Memori Banding

64. | Kontra Memori Banding

65. | Memori Kasasi

66. | Kontra Memori Kasasi

67. | Keterangan Tertulis
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8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/V11/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No. Informasi

68. | Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah
pemohon/termohon/pihak terkait

69. | Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah

70. | Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa

antar peserta pemilihan

71. | Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa
antar peserta pemilihan

72. | Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan

73. | Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa

pemilihan

74. | Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa

pemilihan

75. | SK penetapan panitia musyawarah

76. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno

pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa

77. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara
tertutup
78. | Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/V111/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan

publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No. Informasi

79. | Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik

yangmenurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2P1/HM.00/X1/2020
Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur,

bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan
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Informasi

80.

Formulir Model A.1 Laporan

81.

Formulir Model A.2 Temuan

82.

Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan

83.

Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan

84.

Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

85.

Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

86.

Formulir Model A.5. Pelimpahan

87.

Formulir Model A.6. Informasi Awal

88.

Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal

89.

Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi

90.

Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji

91.

Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji

92.

Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi

93.

Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran

94.

Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik

PenyelenggaraPemilihan

95.

Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

96.

Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu

97.

Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-

UndanganLainnya

98.

Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2P1/HM.00/X11/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.

Informasi

99.

Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang

dikecualikan

| a
BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT

Laporan Layanan Ingormasi Publi Bawastu Jabar Takur 2022




| a
BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT

13.

14.

No. Informasi

100. | Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No. Informasi

101. | Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No. Informasi

102. | Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka

meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan

informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1.

Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VI111/2018 tentang
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;

Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/1X/2019 tentang Peningkatan
Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/111/2019 tentang Peningkatan
Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan

Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan
Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
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E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP)

terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun

Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/1X/2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian
Informasi;

Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/V111/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di
Bawaslu RI;

Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/V111/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan
Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan

Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/V111/2017
tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik

melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas,

fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Jawa

Barat. Pada tahun 2022 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebagai
berikut:

ALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

. Pagu
No. Uraian
(Rp)
1. | Pokja Tim PPID Tahun 2022 24,450,000

Laporan Layanan Ingormasi Publi Bawastu Jabar Takur 2022

<



RDK Sosialisasi Perbawaslu Nomor 3 tahun 2021
2. | tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 0

secara daring

RDK Pengelolaan Data Dan Informasi Bawaslu
3. - 18,095,000
Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data dan
4. ) 20,250,000
Informasi (halfday)

G. Program PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus
dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi
(PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur
bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan
Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut,
pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan informasi
publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu RI, Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program tersebut

dituangkan kedalam beberapa agenda kegiatan sebagai berikut:

AGENDA KEGIATAN PPID TAHUN 2022
No Agenda Kegiatan

1. | Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2021 dan Daftar
Informasi Publik Tahun 2022

2. | Rapat Persiapan Kegiatan RDK Sosialisasi Perbawaslu Nomor 3

tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

(SPBE) secara daring

| a
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PROVINSI JAWA BARAT

Laporan Layanan Ingormasi Publi Bawastu Jabar Takur 2022



| ‘
BAWASLU

PROVINS! JAWA BAR

Pelaksanaan RDK Sosialisasi Perbawaslu Nomor 3 tahun 2021
tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara

daring

3. | Rapat Persiapan Kegiatan RDK Pengelolaan Data Dan Informasi

Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

4. | Pelaksanaan RDK Pengelolaan Data Dan Informasi Bawaslu

Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat

5. | Rapat Awal Tindak Lanjut sengketa informasi Bawaslu

Kabupaten Karawang

6. | Rapat Persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Pengelolaan dan

Pelayanan Data dan Informasi (halfday)

7. | Pelaksanaan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data dan
Informasi (halfday)

8. | Rapat Persiapan dan pelaksanaan Pengisian SAQ Monev

Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Disamping dinilai oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu R1 juga melakukan
hal yang sama terhadap Bawaslu Provinsi, yaitu melaksanakan Monitoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022, yang
dilakukan Bawaslu menggunakan standar yang digunakan Komisi Informasi Pusat
dengan sejumlah penyesuaian dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi
publik seluruh Badan Publik di Indonesia. Bahkan Monitoring dan Evaluasi yang
dilakukan Bawaslu dapat mengukur implementasi keterbukaan informasi Bawaslu
Provinsi secara lebih mendalam dengan menjadikan uji akses (permintaan informasi
dari masyarakat umum) sebagai salah satu indikator penilaian.

Pada tahun 2022 lalu Bawaslu memiliki program utama dalam keterbukaan
informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu R,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Monitoring
dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi merupakan salah satu
instrumen pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi tahun sebelumnya, secara umum terjadi
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peningkatan terhadap implementasi keterbukaan infromasi publik di Bawaslu

Provinsi, dimana seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dan menerapkan

pelayanan informasi secara daring, peningkatan jumlah SDM yang diberikan tugas

khusus melakukan pelayanan informasi publik, peningkatan jumlah program dan

kegiatan koordinasi atau peningkatan kapasitas PPID, dan peningkatan publikasi

informasi terkait tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Bawaslu

Provinsi Tahun 2022, Bawaslu menggunakan tiga metode:

1.

Kuesioner, yang didalamnya terdapat indikator-indikator untuk mengukur
terhadap pengumuman informasi publik, infrastruktur pelayanan informasi
publik, serta penyediaan informasi sehingga informasi publik dapat diakses
dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat
merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian yang
dilakukan PPID Bawaslu mengecek isian kuesioner mandiri yang telah
disampaikan oleh Bawaslu Provinsi disesuaikan dengan bukti dukung.

Praktik pelayanan (uji akses), dimana PPID Bawaslu Rl melakukan
permintaan informasi melalui sarana yang tersedia kepada Bawaslu Provinsi
dengan menggunakan identitas masyarakat umum. Kegiatan ini bersifat rahasia
untuk menjaga objektivitas hasilnya.

Presentasi dan Komitmen Pimpinan, penilaian ini berdasarkan inovasi yang
dibuat oleh PPID Bawaslu Provinsi, PPID Bawaslu RI menilai dari aspek
ketersediaan dan dampak atau manfaat yang diterima oleh publik dalam bentuk
presentasi serta komitmen kehadiran dan dukungan pimpinan dalam pelaksanaan

Keterbukaan Informasi Publik.
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Pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia terhadap seluruh Bawaslu Provinsi
tahun 2022, Bawaslu Jawa Barat kembali meraih penganugrahan kualifikasi terbaik,
yakni predikat “Informatif”.

Selama tahun 2022, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi
keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan rangkaian kegiatan PPID
Bawaslu Provinsi Jawa barat dalam melakukan peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM PPID Bawaslu Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain
peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam
rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap

masyarakat.

BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT
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A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan Bawaslu
Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dasar hukum UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau yang ditujukan
kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID sesuai
dengan SOP pelayanan informasi Bawaslu. Permohonan informasi yang ditujukan
kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayanan
informasi, yang selanjutnya Pemohon akan diberikan formulir permohonan
informasi dan setelah sesuai akan diregistrasi. Kemudian permohonan informasi
tersebut diserahkan kepada PPID dengan tembusan ke Atasan PPID untuk
mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat
informasinya. PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling
lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling
lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Dalam hal
pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan
yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) Hari dengan

memberikan alasan secara tertulis..
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Berikut Prosedur Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat

"i BAWASLU

TATA CARA
PERMOHONAN
INFORMASI

Pertama o Ketiga 9

Pemohon menyampaikan permohonan Pemohon menerima bukti
informasi kepada PPIp melalui Aplikasi permohonan informasi dari
PPID, surat, fax, email, telepon atau petugas informasi apabila syarat
datang langsung ke tempat layanan PPID permohonan telah dilengkapi
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Pemohon mengisi formulir/ :
menyampaikan permohonan °
informasi dan memberikan e
salinan identitas diri/badan v

Keempat a

Dalam jangka waktu10 hari
kerja, pemohon menerima
pemberitahuan tertulis

dari PPID

il

Kelima e

Pemohon informasi menerima

informasi yang diminta atau 4 s a6 e e e
surat Keputusan PPID tentang

penolakan permohonan

informasidari petugas
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& goawasty

MAKLUMAT
PELAYANAN INFORMASI

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT DALAM MELAYANI
PELAYANAN INFORMAS| BERSUNGGUH-SUNGGUH
UNTUK :

1. MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN DAN
MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK SECARA
AKURAT DAN TEPAT;

MERESPON DENGAN CEPAT SESUAI DENGAN
WAKTU YANG TERTERA DALAM PERBAWASLU
NOMOR 10 TAHUN 2019;

MENYEDIAKAN SARANA DAN FASILITAS

YANG TERTATA BAIK DAN MEDIA YANG DAPAT
DIAKSES;

MENYIAPKAN PETUGAS INFORMASI YANG
BERDEDIKASI DAN SIAP MELAYANI;
MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK YANG DAPAT DIAKSES DENGAN MUDAH.

N
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>

b

BANDUNG, MARET 2020
PPID BAWASLU PROV. JAWA BARAT

Chit—

ANGGA N NUGRAHA

 Iobarbowosiogold € Bawasty taber B bawash Jobar £ bawasks_jobar & Sowasiu Jobor

Maklumat Pelayanan Informasi

BAWASLU

P/RIOIVIINSIIUAWATBIARIA T,

Buku Registrasi Permohonan Informasi
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PROVINSI JAWA BARAT
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WAKTU PELAYANAN
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Senin s.d. Jum’at 09.00-15.00WIB  022-61504245/1332604

;E.ED jabar.bawaslu.go.id D Bawaslu Jabar @ bawaslu_ jabar 9 bawaslu_ jabar

PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan
informasi secara GRATIS tidak dipungut biaya.
Sedangkan untuk penggandaan, pemohon
informasi publik dapat melakukan penggandaan/
foto copy sendiri. Atau pemohon dapat menyediakan
CD atau flasdisk untuk merekam data atau informasi

/® jabar.bawaslu.goid f) Bawaslu Jabar ©) bawaslu_jabar ¥) bawaslu_jabar () Bawaslu Jabar

Apabila pemohon ingin mengajukan keberatan dapat melakukan prosedur seperti:

" BAWASLU

PROVINS| JAWA BARAT

13Z| TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi publik Pemohon informasi publik
mengajukan keberatan kepada menerima tanggapan paling
atasan PPID melalui surat, fax, lambat 30 hari kerja sejak
telepon, atau datang langsung diterimanya keberatan

ke tempat layanan PPID secara tertulis

Paling lambat 30 hari kerja Pemohon informasi publik
setelah diterimanya pemberitahuan menerima tanda bukti
tertulis dan/atau surat keputusan pengjuan keberatan dari
PPID tentang penolakan petugas informasi

permohonan informasi publik

®) jabar.bawaslu.go.id ) Bawaslu Jabar @) bawaslu_jabor ¥) bawasly_jabar ‘@) Bawastu Jabar

\s
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BUKU REGISTER KEBERATAN

Jalan Turangga Nomor 25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 402
7332604, Email: bawaslujabar@yahoo.com

Buku Register Keberatan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi
dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik
lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa
Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan serta kursi tunggu untuk prtugas dan
pemohon informasi. Disediakan juga papan pengumuman informasi. Pemohon yang
ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi
ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Apabila Pemohon berhalangan hadir
dapat menyampaikan permohonan informasi melalui e-mail atau website PPID
Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mana untuk website PPID sudah terhubung atau
terintegrasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.
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Papan Pengumuman Informasi

Layanan Informasi Publik
Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan
kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang
diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan
dan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2021,
PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten

informasi publik di website Bawaslu Provinsi Jawa Barat http://jabar.bawaslu.go.id/,

website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat https://ppid.jabar.bawaslu.go.id/ dan

aplikasi mobile android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wPPIDBawasluProvinsiJawaBar
at_12502776.

Pengembangan dan pemutakhiran website dimaksud menyesuaikan dengan

konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP
g" mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib

BAWASLU

PROVINSI JAWA BARAT
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diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang
dikecualikan.

Melalui website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan
mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi yang berkaitan dengan
profil Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi hasil pengawasan, informasi mengenai
keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Informasi mengenai organisasi, administrasi
dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, informasi
kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi sengketa proses
pemilihan, dan putusan penanganan pelanggaran. Dengan adanya penyedia informasi
sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan
publik, serta penyajian website yang user friendly diharapkan masyarakat sebagai
stakeholder Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi segala informasi yang
sedang dibutuhkan.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki sarana khusus bagi pemohon
informasi publik bagi yang berkebutuhan khusus (difabel) demi memudahkan
pemohon informasi dalam melakukan prosedur registrasi permohonan informasi dan
regitrasi keberatan informasi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat
menyediakan formulir khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra yakni form
keberatan informasi dan form permohonan informasi dengan menggunakan huruf

braille.

Form. Permohonan Informasi Form Keberatan

(Formulir'’khusus bagi penyandang Disabilitas Tunanetra)
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Website Bawaslu Provinsi Jawa Barat
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Agenda Bawaslu Jabar

Siaran Pers

Kegiatan Refleksi
Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa Pada Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2020
Tanggal: 30 Maret, 2021
Tempat: Hotel Puri
Khatulistiwa Sumedang Jawa
Barat

Bawaslu Live Stream

Penanganan Pelanggaran

Penyelesaian Sengketa

Galeri Foto
9

MARS uEMILU
A &

2
L | 3 - | S
INTEGRITAS PENGAWAS PEMILU SALAH SATU KUNCI MENGAWAL PEMILU YANG JUJUR
DAN DAMAI

Berita Pengumuman
Bawaslu Jabar Youtube

BAWASLU JABAR

.

BAWASLU JABAR DORONG PROSES PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PEMENUHAN )
i YouTube [B3

SYARAT DUKUNGAN DILAKUKAN DENGAN MAKSIMAL o B Ro:

Ditulis oleh : Andhika Pratama pada Rabu, 1 Maret 2023 - 19:54:00

[ = Bandung (1/3) Ketua Bawaslu Jabar Abdullah dan Koordinator Divisi
A - J ukum iklat Yusup Kurnia hadir di Komisi Pemilinan Umum Jawa
y £ H & Diklat Y K Pemilinan Umum J Tanya Bawaslu

Selai
n melalui website, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana
publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media
elektronik seperti media sosial facebook (Bawaslu Jabar), twitter (bawaslu_jabar),
Instagram (bawaslu_jabar) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media
cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat.
Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Bawaslu
Provinsi Jawa Barat juga turut berpartisipasi dalam sosialisai berkaitan dengan
pengenalan kelembagaan yang berisikan materi tugas dan fungsi Pengawas
Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan
seluruh elemen masyarakat (Pelajar/Mahasiswa, Ormas, OKP, Gerakan Pramuka,
Tokoh Masyarakat/Agama, ASN, Disabilitas, dan Organisasi Wanita) guna
mengajak untuk mengawasi secara aktif tahapan pelaksanaan Pemilu.
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Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat
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Selamat Datang

di Situs PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Cara baru yang lebih praktis untuk dapat informasi

Kini anda juga dapat likasi PPID versi mobi id pada playstore PPID Mobile

- ¥ BawasLy

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditangani oleh
11 orang petugas pelayanan informasi yang berada dibawah koordinasi bagian
hukum, hubungan masyarakat dan data informasi. Guna menjaga kualitas
pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Bawaslu Provinsi
Jawa Barat melakukan capacity building antara lain berupa kegiatan rapat
dikantor dan kegiatan rapat kerja berkaitan dengan keterbukaan informasi dan
layanan informasi serta persiapan penilaian keterbukaan informasi publik kategori
lembaga vertikal.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Bawaslu
Provinsi Jawa Barat, secara rutin PPID Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat
evaluasi pengelolaan informasi publik guna memantau perkembangan layanan
dan mengumpulkan masukan berupa kendala dan hambatan dalam melakukan
pelayanan informasi. Tidak hanya bersinergi dilingkungan internal, PPID
Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi aktif dengan menghadiri acara-
acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi
publik.

.
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C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Selur
uh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 pada program Pengelolaan dan
pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022.
D. Pelaksanaan Program PPID
1. RDK Sosialisasi Perbawaslu Nomor 3 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik (SPBE) secara daring
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diselenggarakan pada hari Selasa
tanggal 25 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB s.d selesai secara daring melalui
Aplikasi Zoom Meeting dengan link https://usO2web.zoom.us/|/2611640797.
Kegiatan ini diikuti oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Koordinator Divisi

Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
dan 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. narasumber dalam kegiatan ini ialah Kepala
Bagian Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Jawa Barat, Angga N
Nugraha.

Dokumentasi:

B FsUPY i P iAo

TUJUAN
PENERAPAN
SPBE
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2. RDK Pengelolaan Data Dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi

Jawa Barat

Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor Pengelolaan Data Dan Informasi
Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dilaksanakan pada hari Rabu,
tanggal 1 Juli 2022 bertempat di Aula Sekoper Cinta, Jalan Turangga No.25,
Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263. Kegiatan Rapat
Dalam Kantor Pengelolaan Data Dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jawa Barat diikuti oleh 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari
27 (dua puluh tujuh) Koordinator Divisi yang membidangi Data dan Informasi
dan 27 (dua puluh tujuh) pelaksana teknis yang membidangi Data dan
Informasi. Adapun narasumber dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Dalam
Kantor Pengelolaan Data Dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Barat, yaitu Sandi N. Lazuardi dengan tema Perspektif Publik Mengenai

Potret Pengelolaan Informasi Lembaga.

DAN INFORMAS!
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PENGELOLAAN DATA DAN INFURRAS!

14 ABUPATEN/XOTA S -iW BARAY
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Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi (halfday)
Pelaksanaan kegiatan/program Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan

Data dan Informasi telah dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Oktober 2022

bertempat di D’Riam Riverside, Jalan Raya Soreang-Ciwidey No.Km. 25,
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Cukanggenteng, Kec. Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40972.
Kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi ini
diikuti oleh 58 (lima puluh delapan) orang yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu)
Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi dan 27 (dua puluh tujuh) Staf
Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota seProvinsi Jawa Barat. Adapun
materi dan narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Pengelolaan dan
Pelayanan Data dan Informasi oleh Dr. Hj. Dede Kania, S.H., M.H., Dosen
Fakultas Syariah dan Hukum & Program Pascasarjana S2 llmu Hukum UIN
Sunan Gunung Djati Bandung; dan Wilman S. Akbar, S.H., M.H., Dosen
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dokumentasi:
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BAB 111
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik
Selama Tahun 2022, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 1
(satu) permohonan informasi yang berasal dari akademisi perguruan tinggi.. Waktu
Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
Permohonan permintaan informasi publik kemudian diproses oleh Bawaslu Jawa Barat
dan dijawab dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan di dalam Pasal
27 Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan
Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
Sepanjnag 2022 PPID Bawaslu Jawa Barat tidak ada permintaan informasi publik
yang dikabulkan
C. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya
Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon merupakan permohonan
informasi soal-soal tes tertulis yang sudah dijawab oleh peserta Calon Panwascam se-
Kabupaten Garut dan nilai keseluruhan peserta Calon Panwascam se-Kabuaten Garut.
Permohonan tersebut kemudian PPID Bawaslu Jawa Barat tolak dengan alasan:

1. Bahwa dokumen soal-soal tes tertulis yang sudah dijawab oleh peserta Calon
Anggota Panwascam Se-Kabupaten Garut Tahun 2022 berbentuk Computer
Assesment Test yang dilaksankan oleh Bawaslu RI sehingga informasi tersebut
tidak dikuasai PPID Bawaslu Jawa Barat dan merupakan informasi yang
dikecualikan karena terkait hasil-hasil evaluasi sehubugan dengan kapabilitas,
intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang diatur dalam Pasal 17
huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

2. Bahwa kemudan terhadap informasi mengenai nilai seluruh peserta calon anggota
Panwascam Se-Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan infrmasi yang
dikecualikan sebagaimana Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

" #
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0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/X11/2019 tertanggal 20 Desember 2019 tentang
Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan adhoc yang dikecualikan

3. Bahwa lebih lanjut terhadap dokumen rencana strategis, program Kkerja, rencana
anggaran, laporan kegiatan dan dokumen inventarisir asset di Bawaslu Kabupate
Garut tidak dikuasi oleh PPID Bawaslu Jawa Barat.

Poin-poin tersebut kemudian PPID Bawaslu Jawa Barat sampaikan sebagai pemberitahuan

tertulis melalui email ppid.bawaslujabar@gmail.com ke email pemohon informasi.

. Sarana Permintaan Informasi Publik

Layanan informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat ialah
melalui website sejak tahun 2019. Kemudian berkembang dengan hadirnya PPID bawasu
Jawa Barat Mobile yang dapat diunduh melalui AppStore. Dari data yang dihimpun oleh
PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap informasi yang disampaikan melalui website
dibaca dari 1000 sampai dengan 2000 oleh pengunjung dalam setiap informasi. Hal ini
merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas dan kemudahan akses informasi dalam
pengelolaan PPID. Meskipun demikian layanan konvensional berupa datang lagsung ke
ruangan PPID atau pun melalui pos, tetap diterima dan dilayani dengan baik.

Sebagaimana permohonan informasi di tahun 2022, PPID Bawaslu Jawa Barat
menerima permohonan informasi melalui melalui pos, yang ditulis pada tanggal 10
November 2022. Surat tersebut diterima oleh staf pelayan informasi PPID Bawaslu Jawa
Barat.
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BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA

Pada Tahun 2022, PPID Bawaslu Jawa Barat menerima satu permohonan keberatan pada
tanggal 5 Desember 2022. Alasan dari permohonan keberatan yang disamaikan oleh pemohon
ialah sesuai Pasal 28 ayat (1) huruf ¢ Perbawaslu 10 Tahun 2019, yakni permintaan informasi
tidak ditanggapi.

Menanggapi ha tersebut, PPID melakukan koordinasi dengan atasan PPID dan
menjelaskan bahwa PPID telah melakukan tanggapan pada permohonan sebelumnya dan telah
disampaikan kepada email yang bersangkutan, terhitung 5 hari kerja pasca permohonan
disampaikan. Kemudian atasan PPID membuat surat tanggapan yang pada intinya merangkan
bahwa permohonan informasi telah ditanggapi dan telah disampaikan melalui email yag
bersangkutan. Surat tanggapan tersebut disampaikan melalui email yang bersangkutan serta
melalui kontak whatsapp yang pemohon sampaikan di surat permohonan informasi dan
permohonan keberatan.

Sementara untuk sengketa informasi, sepanjang tahun 2022 PPID Bawaslu Jawa Barat

tidak pernah diajukan ke Komisi Informasi terkait sengeketa informasi
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BAB V
INOVASI

Bawaslu Jawa Barat sebagai lembaga publik senantiasa memberikan pelayanan kepada
masarakat termasuk dalam pelayanan informasi. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni kewajiban bagi badan
publik untuk Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi
Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain
informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, informasi publik yang
disampaikan merupakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sehingga
lembaga publik dituntut tidak hanya menjalankan kewajibannya dalam menyebarkan informasi
secara akuntabel, namun juga melakukan upaya-upaya guna meningkatkan keterbukaan
informasi di mata masyarakat.

Oleh karena itu, Bawaslu Jawa Barat di dalam perjalanannnya sebagai lembaga publik
telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui
beberapa langkah inovasi diantaranya:

1. Sistem Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Hibah Pilkada (SIPERJAKA)

SISTEM INFORMAS! PERTANGGUNGJARHBAN KEUANGAN HBAH PRKADK

Merupakan sistem informasi monitoring pengelolaan anggaran hibah pilkada dari tahapan
perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang
dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung. Hal ini didasarkan pada urgensi bahwa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat memiliki keterbatasan dalam mengawal Pengelolaan Hibah
Pilkada Bawaslu Kabupaten/Kota adanya layanan secara rutin yang menjadi wadah aspirasi

masyarakat.
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2. Tanya Bawaslu

TANYA
BAWASLU?

®; ‘{za KONSULTASI

L4 | rukum

Layanan Tanya Bawaslu merupakan layanan konsultasi hukum kepemiluan berbasis
website yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan target masyarakat
umum. Bertujuan untuk memberikan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat
sebagai bagian dari pelayanan informasi publik sekaligus meningkatkan produktifitas
publikasi Bawaslu Jawa Barat sebagai output dari kinerja lembaga. Cara kerja layanan ini
yakni publik mengakses laman website Bawaslu Jawa Barat dan mengklik logo layanan
Tanya Bawaslu yang kemudian diarahkan untuk mengisi formulir pertanyaan. Jika
pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup layanan, maka pertanyaan dijawab dalam bentuk
kajian hukum sederhana yang dikirmkan kembali melalui email penanya dan akan

dipublikasikan di kolom “Bawaslu Menjawab” website Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

3. Sistem Pengelolaan Data Informasi Terintegrasi Pengawas Pemilu (SIPEDATI)

SIPEDAT]  twws  0ua +

SIPEDATI Pengawas Pemilu merupakan Sistem Pengelolaan Data yang terintegrasi dalam
melaksanakan peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilu khusus Bawaslu Provinsi Jawa
Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat khususnya dalam melakukan
pencegahan pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan pemilu, menangani pelanggaran
pemilu dan menyelesaikan sengketa proses. Disamping itu terdapat juga Data Sumber daya

Manusia pengawas Pemilu.
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4. Akses Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

(Formulir' khusus bagi penyandang Disabilitas Tunanetra)

Bawaslu Jabar menyediakan formulir permohonan informasi dan permohonan keberatan
dalam bentuk kertas Braile. Bawaslu Jabar juga menyediakan Video pelayanan informasi

dengan menyertakan video dengan juru Bahasa isyarat.

Keseluruhan langkah yang dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat tersebut merupakan
langkah konkrit yang ditempuh sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi. Perbaikan
pelayanan informasi berupa beragam inovasi baik secara digital maupun konvensional
merupakan bentuk perhatian khusus dan Bawaslu Jawa Barat dalam menjamin hak

masyarakat dalam mendapatkan informasi terpenuhi secara utuh.
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BAB VI
KENDALA

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat
adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang menguasai bidang teknologi informasi sehingga menyulitkan
ketika ada permasalahan yang menyangkut mengenai kendala teknis website dan
system informasi;

2. Belum adanya metode collecting data dalam pemutakhiran DIP yang terdapat di
Bawaslu Jawa Barat.

3. PPID masih belum dapat menjangkau masyarakat secara umum, hanya sebagian
akademisi dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu yag telah sadar akan

pentingnya informasi publik.

T,
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BAB VII
REKOMENDASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi PPID lebih masf dilaksanakan dengan target mahasiswa, akademisi, tokoh
masyarakat, LSM, serta masyarakat umum di tingkat desa dan kelurahan;

2. Memperbaiki sistem kearsipan dalam menciptakan SOP pengumpulan data dan

informasi di lingkungan Bawaslu Jawa Barat.
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